KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4

dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga
non Kementerian wajib membentuk Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di
lingkungannya;

bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, untuk pengelolaan informasi
publik secara baik dan efisien perlu dibangun
sistem informasi dan dokumentasi hukum
sehingga informasi dan dokumentasi hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat
diakses dengan mudah;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi

Hukum...

jdih.kpu.go.id/ntt/ende



Mengingat
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Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota menetapkan Membentuk
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
sebagai wadah pendayagunaan bersama atas
dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan, serta merupakan sarana
pemberian pelayanan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan
Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Ende.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48406);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
6109);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);

4. Peraturan...
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4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2
Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan
Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;

S. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan...
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Menetapkan
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Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1442 /HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang
Pedoman Penyusunan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang
Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE

KESATU...
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Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ende, sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini;

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai

berikut:

a. Tugas Pembina dalam Tim pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai
berikut:

1. Merumuskan  kebijakan pembinaan dan
pengembangan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi PemilihanUmum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/
standar pengelolaan teknis dokumentasi dan
informasi hukum; dan

3. Melakukan supervisi terhadap kualitas
pembangunan hukum dan pelayanan kepada
publik sebagai salah satu wujud tata kelola
pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,
efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH bertugas untuk melakukan
pengelolaan JDIH dengan cara sebagai berikut:

1. Menjamin  ketersediaan dokumentasi dan
informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta
dapat diakses secara cepat dan mudabh;

2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan

yang berkaitan dengan bidang hukum;

3. Melakukan...
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3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia untuk meningkatkan kapasitas
Tim Pengelola; dan

4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan

tahunan.
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2022;
KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ende
pada tanggal: 23 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI

UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 2 3 4
TIM PEMBINA
1. | Adolorata M. Da Lopez Bi, S. Sos Ketua KPU Pembina
2. | Fransiska Dollo Naga, ST Anggota KPU Pembina
3. | Fransiskus Lothar Piara, SE Anggota KPU Pembina
4. | Izmir Rizaldi, S. Pd Anggota KPU Pembina
5. | Maria Rosita De So, SH Anggota KPU Pembina
6. | Mei Tanty V.T. De Santo, SE Sekretaris KPU | & ooonggung
Jawab
TIM TEKNIS
1. | Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si | Kasubag Hukum lepmaf]
Redaksi
Pelaksana
2. | Antonius Pare Staf Hukum dan/atau
Operator Redaksi

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di : Ende

pada tanggal :

Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

jdih.kpu.go.id/ntt/ende
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